Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Koperasi Maju Bersama Klaten) by Retnaningtyas, Hastin & , Mutimatun Ni’ami, S.H., M.Hum
 
 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA 
OUTSOURCING BERDASARKAN UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG 
KETENAGAKERJAAN  









Disusun sebagai satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan 











PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 
FAKULTAS HUKUM 














PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA 
OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 
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Abstrak 
Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau 
perlindungan dengan menggunakan pranata dan saran hukum untuk mewujudkan 
tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan 
oleh Koperasi Maju Bersama terhadap tenaga kerja outsourcing. Perlindugan 
hukum tenaga kerja diatur dalam Pasal 67-98 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris 
yang bersifat deskriptif.  Sumber data berasal dari data primer yakni wawancara 
langsung dengan pengurus Koperasi Maju Bersama dan data sekunder berasal dari 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa : dalam memberikan perlindungan hukum Koperasi 
Maju Bersama bekerja sama dengan PT. Tirta Investama dan JAMSOSTEK 
(Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Ada 3 macam perlindungan hukum yang 
diberikan oleh Koperasi Maju Bersama yakni : 1. Perlindungan ekonomis yang 
berupa upah, 2. Perlindungan sosial yang berupa jaminan kesehatan, jaminan hari 
tua, jaminan kematian, program kesejahteraan. 3. Perlindungan teknis yang 
berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan keamanan atau keselamatan kerja. 
Dalam perekrutan tenaga kerjanya pun Koperasi Maju Bersama menggunakan 
suatu perjanjian tertulis yang berisi perjanjian yang disetujui dan ditandatangani 
oleh pihak tenaga kerja outsourcing dan Koperasi Maju Bersama. Dalam 
memperkerjakan tenaga kerjanya Koperasi Maju Bersama tidak ada perjanjian 
khusus tentang masa kerja, namun Koperasi Maju Bersama hanya memberikan 
batasan umur bagi tenaga kerjanya yakni 55 (lima puluh lima)tahun, jadi bagi 
tenaga kerjanya yang sudah menginjak umur 55 (lima puluh lima) tahun akan di 
berhentikan. 
Kata kunci : perlindungan hukum, tenaga kerja, perjanjian 
 
Abstract 
Legal protection can be interpreted as protection by law or protection by using 
legal institutions and advice to realize the legal objectives of justice, benefit, and 
legal security. This study aims to determine the legal protection provided by Maju 
Bersama Coopeative to the labour outsourcing. The legal protection of labour is 
regulated in Article 67-98 on Act of the Republic of Indonesia number 13 year 
2003 concerning Manpower. This research uses descriptive Juridical Empiric 
method. Sources of data derived from the primary data that is direct interviews 
with the executive board of Maju Bersama Cooperative and secondary data 
derived from primary legal materials and secondary legal materials. Based on the 
results of the study, it can be concluded that: in providing legal protection Maju 
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Bersama Cooperative in collaboration with Tirta Investama (Ltd Company) and 
JAMSOSTEK (Social Security). There are 3 kinds of legal protection provided by 
Maju Bersama Cooperative namely: 1. Economical protection in the form of 
wages, 2. Social protection in the form of healthcare benefits, old-age benefits, 
death benefits, welfare program. 3. Technical protection in the form of 
occupational-injury benefits and occupational-security or occupational-safety 
benefits. In the recruitment of labour, Maju Bersama Cooperative uses a written 
agreement which contains agreements approved and signed by labour outsourcing 
and Maju Bersama Cooperative. In employing the labour, there is no specific 
agreement about working period in Maju Bersama Cooperative, but Maju 
Bersama Cooperative only gives the age limit for the labour that is 55 (fifty five) 
years, so for the labour who has reached the age of 55 (fifty five) years will be 
stopped. 
Keywords: legal protection, labour, agreement 
 
1. PENDAHULUAN 
Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
menghasilkan suatu barang ataupun jasa dan mendapatkan suatu imbalan untuk 
memenuhi kebutuhan diri sendiri ataupun masyarakat. Dalam pelaksanaan 
pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan sangat penting sebagai 
pelaku dan tujuan pembangunan. Salah satunya yakni tenaga outsourcing atau 
yang biasa disebut tenaga kerja harian lepas termasuk dalam  katagori Precarious 
Work 
1
. Tenaga outsourcing memiliki sifat hanya sementara , tidak dapat 
diperpanjang. Sistem tenaga kerja outsourcing sendiri apabila masa kontrak telah 
habis maka tenaga kerja tersebut harus memulai dari awal atau melamar di 
perusahaan penyedia jasa outsourcing yang lain. Dan manajemen berdasarkan 
definisi serta kriteria yang telah disepakati. Ketenagakerjaan diatur dalam 
Undang-Undang  No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tidak ditemukan  
kata Outsourcing  dalam undang-undang ini, namun  menggunakan istilah lain 
yakni perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja atau buruh 
dalam Pasal 64 yang berbunyi:  
                                                             
     
1
 “Precarius Work yaitu istilah yang biasa dipakai secara internasional untuk 
menunjukan situasi  tenaga kerja yang tidak tetap, waktu tertentu, kerja lepas, tidak 
terjamin atau tidak aman dan tidak pasti”. (Rina Herawati, 2010, “Kontrak Outsourcing 
Harus Makin Diwaspadai”. Bandung: AKATIGA. hal. 1). 
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“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan 
kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan 
pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara 
tertulis”.2 
 Pengaturan tentang outsourcing juga dibahas dalam Pasal 65 dan 
66 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tenaga 
kerja outsourcing  biasanya disediakan oleh perusahaan penyedia jasa, 
dimana penyedia jasa akan melakukan proses administrasi dan manajemen 
berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati. Tenaga kerja 
outsourcing sendiri hanya melakukan pekerjaan penunjang atau kegiatan 
yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Banyak 
instansi-instansi yang lebih memilih menggunakan tenaga kerja 
outsourcing untuk kegiatan-kegiatan penunjang, karena tenaga outsourcing 
sendiri dinilai lebih murah dibandingkan menggunakan tenaga kerja 
kontrak. Peran tenaga kerja outsourcing sebagai pelaksana pembangunan 
harus didukung dengan jaminan hak setiap pekerja.
3
 Perusahaan penyedia 
jasa outsourcing sangat bermanfaat, karena menyerap banyak tenaga kerja. 
Perusahaan penyedia jasa outsourcing salah satunya yakni PT. Zaura 
Mulya Mandiri yang berada di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, 
Kabupaten Klaten. PT. Zaura Mulya Mandiri bekerjasama dengan 
beberapa perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja outsourcing untuk 
kegiatan penunjang seperti tenaga penyapu, tenaga bongkar muat barang 
pabrik, tenaga kebersihan. Tenaga kerja outsourcing sendiri tidak lepas 
dari adanya resiko kecelakaan kerja yang terjadi dalam hubungan kerja, 
dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Untuk 
menanggulanginya, maka diperlukan adanya suatu perlindungan hukum 
bagi tenaga kerja outsourcing. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja 
outsourcing merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia tenaga kerja 
outsourcing.  
                                                             
    
2
 Pasal 64 Undang-Undang  No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas maka rumusan masalah di dalam penelitian ini 
adalah pertama, baagaimana perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Maju 
Bersama terhadap tenaga kerja outsourcingnya? kedua, Bagaimana kesesuaian 
perlindungan hukum yang diberikan oleh Koperasi Maju Bersama dengan 
Peraturan Perundang-undangan? 
 Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, Untuk menjelaskan perlindungan 
hukum yang diberikan Koperasi Maju Bersama terhadap tenaga kerja 
outsourcingnya, kedua, Untuk mengetahui apakah perlindungan hukum yang 
diberikan Koperasi Maju Bersama sudah sesuai atau belum dengan Peraturan 
Perundang-undangan. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif. 
Seumber data berasal dari data primer yaitu wawancara langsung dengan 
pengurus Koperasi Maju Bersama dan data sekunder yang berasal dari bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data 
menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Maju Bersama terhadap 
tenaga kerja outsouringnya 
Koperasi Maju Bersama merupakan suatu wadah yang berbadan hukum 
berdasarkan asas kekeluargaan yang bergerak dibidang penyedia jasa tenaga 
outsourching yang bertindak sebagai pihak ketiga antara perusahaan dan tenaga 
kerja outsourching. Koperasi Maju Bersama bekerjasama dengan JAMSOSTEK 
(Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerjanya. 
Dengan memotong 3% perbulan dari upah, maka tenaga kerja outsourcing beserta 
anggota keluarganya sudah dapat menikmati fasilitas jaminan sosialnya. Selain 
bekerjasama dengan JAMSOSTEK, Koperasi Maju Bersama juga tidak lepas dari 
keikutseraan PT. Tirta Investama dalam pemberian perlindungan hukum bagi 
tenaga kerjanya. PT. Tirta Investama memperkerjakan tenaga kerja outsourcing 
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untuk tenaga bongkar muat dan satpam, namun hanya tenaga bongkar muat yang 
dipayungi oleh Koperasi Maju Bersama.  




3.1.1 Perlindungan ekonomis berupa pengupahan 
Dalam pemberian upah Koperasi Maju Bersama memberikan 
standart upah menurut UMR (Upah Minimum Regional) Kabupaten 
Klaten. UMR Kabupaten Klaten per April 2018 sebesar Rp. 1.628.500; ( 
satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu limaratus rupiah). 
Dalam perjanjian kerja sudah dijelaskan bahwa apabila ada jam 
tambahan atau lembur maka tidak ada tambahan upah. Karena prinsip di 
Koperasi Maju Bersama yakni banyak sedikit pekerjaan yang dilakukan 
tenaga kerja bayaranya atau upahnya sama ini biasanya disebut borongan.
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Namun di dalam Pasal 78 ayat (2)  Undang-Undang No.13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan disebutkan “pengusaha yang memperkerjakan 
pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimaana disebut dalam ayat (1) 
wajib membayar upah kerja lembur. Berarti dalam pemberian upah lembur 
ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 
3.1.2 Perlindungan sosial, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 
jaminan kesehatan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan program 
kesejahteraan. 
1) Jaminan Kesehatan 
Koperasi Maju Bersama dalam pemberian tunjangan untuk sakit yang 
berhubungan dengan pekerjaan ataupun tidak. Segala biaya 
pengobatan dan perawatan termasuk obat-obat yang berkaitan dengan 
penyakitnya harus diberikan penggantian kerugian. Segala kwitansi 
atau bukti-bukti pembayaran lainnya dari si penderita harus disimpan 
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 Abdul Khakim, pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Citra Aditya Bakti 
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untuk nanti setelah dia sembuh segala biaya tersebut dapat dimintakan 
penggantian kerugian pada pengusaha. 
2) Biaya rawat inap di rumah sakit 
Biaya rawat inap yang di berikan Koperasi Maju Bersama menunjuk 
Rumah Sakit Islam Klaten. Perawatannya pun Koperasi Maju 
Bersama memilih kelas 2 bagi tenaga kerjanya. Walaupun jarak 
antara Pabrik PT. Tirta Investama dengan rumah sakit lumayan jauh 
Rumah Sakit Islam Klaten dipilih karena alat-alatnya pun sudah 
mumpuni jadi apabila ada tenaga kerja ataupun anggota keluarganya 
yang mengalami sakit ringan-berat sudah dapat ditangani langsung 
oleh rumah sakit tersebut. Contoh penyakit ringan yang dapat dirawat 
inap yakni diare, demam, dan lain-lain, jka penyakit berat seperti 
patah  tulang, jantung, komplikasi, cuci darah dan lain-lain. Selain 
Rumah Sakit Islam Klaten Koperasi Maju Bersama juga rekanan 
dengan rumah sakit Bethesda, Panti Rapih Yogyakarta. 
3) Biaya Istri Melahirkan 
Koperasi Maju Bersama menanggung penuh biaya melahirkan hingga 
biaya perawatan rawat inap bilamana ada istri dari tenaga kerja 
outsourcingnya yang melahirkan sampai anak ke-3(tiga). 
4) Jaminan Hari Tua 
 Koperasi Maju Bersama dalam memberikan jaminan hari tua yakni 
dengan mengajak para tenaga kerja untuk mengikuti berbagai pelatihan 
UKM (Usaha Kecil Menengah), dengan tujuan agar para tenaga kerja 
yang sudah selesai masa kerjanya dapat mendirikan usaha sendiri 
dalam partai kecil. Koperasi Maju Bersama memberikan pelatihan 
UKM seperti daur ulang plastik bekas, pelatihan pembuatan kandang 
burung, pembuatan rambak pati kanji.  Selain pemberian bekal 
pelatihan untuk pekerja, jaminan hari tua juga ditanggung oeh 
JAMSOSTEK berupa uang yang biasanya dibayarkan pada saat masa 





5) Jaminan Kematian 
Di Koperasi Maju Bersama telah terjadi satu kasus dimaana tenaga kerja 
outsourcing meninggal dunia saat tengah bekerja. Tenaga kerja tersebut 
bernama Bapak Joko Lestari, Pak Joko meninggal dunia saat sedang 
melakukan pekerjaannya, beliau tiba-tiba jatuh dan tak sadarkan diri, lalu 
dibawa ke PKU Muhammadiyah Polanharjo, namun saat sampai di PKU 
yang jaraknya hanya 500m dari kawasan  pabrik ternyata pak Joko sudah 
meninggal dunia. Setelah dicek oleh dokter ternyata pak Joko meninggal 
dunia dikarenakan sakit komplikasi dan serangan jantung. Pak Joko 
meninggal dunia meninggalkan 1 istri dan 2 orang anak yang masih 
sekolah. Dari JAMSOSTEK pak Joko mendapat santunan kematian 
berupa uang Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) dan santunan 
kepada anaknya yang masih sekolah sebesar Rp. 12.000.000; (dua belas 
juta rupiah ). 
6) Program Kesejahteraan  
Diluar jaminan yang diberikan oleh JAMSOSTEK, Koperasi Maju 
Bersama bekerjasama dengan PT. Tirta Investama memberikan jaminan 
tambahan kepada tenaga kerjanya berupa jaminan kesejahteraan sosial. 
Jaminan ini berupa pemberian beasiswa bagi anak tenaga kerjanya yang 
berprestasi, dengan syarat anak tersebut mendapatkan rangking 3 besar di 
kelasnya. Koperasi Maju Bersama akan memberikan beasiswa berupa 
tabungan dalam bentuk rekening sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu 
rupiah) setiap bulannya selama satu semester (6 bulan), dengan 
menunjukan fotocopy rapor. 
Selain itu Koperasi Maju Bersama juga memberikan santunan 
kepada anak tenaga kerja yang sedang sunat berupa uang sebesar Rp. 
150.000;(seratus lima puluh ribu rupiah) dan alat-alat sekolah, dengan 
menunjukan surat dokter. Dalam mensejahterakan tenaga kerjanya 
Koperasi Maju Bersama juga memberikan THR (Tunjangan Hari Raya) 




3.1.3 Perlindungan teknis, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 
keamanan dan keselamatan kerja. 
1) Jaminan Kecelakaan Kerja 
Di Koperasi Maju Bersama memberikan suatu perlindungan hukum 
bagi tenaga kerja nya yang mengalami kecelakaan kerja saat bekerja 
ataupun kecelakaan diluar pekerjaan. Salah satu kasus kecelakaan kerja 
yang pernah dialami oleh tenaga kerja outsourching yakni Bapak 
Sarwoto Hadi, beliau terjatuh dari  bak truk, pada saat itu Pak Sarwoto 
tidak menggunakan safety body harness.
6
 Pak Sarwoto terjatuh dan 
langsung pingsan. Penanganan pertamanya pak Sarwoto langsung 
dilarikan ke Poliklinik Pabrik, di poli pak Sarwoto belum juga sadar 
dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Islam Klaten, Pak Sarwoto 
mendapatkan perawatan intensif selama 3 hari 2 malam dan semua 
biaya di tanggung oleh JAMSOSTEK.
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2) Jaminan Keamanan / Keselamatan Kerja 
Alat keamanan yang wajib digunakan oleh tenaga kerja bongkar muat 
yakni safety body harnnes, sepatu safety, helm keselamatan, dalam 
prakteknya setiap kali tenaga kerja akan membongkar muat isi truk, 
maka tenaga kerja harus mengenakan safety body harness yang berupa 
rompi 
3.2 Kesesuaian Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja 
Outsourcing yang diberikan Koperasi Maju Bersama dengan 
Peraturan Perundang-undangan 
Pemberian perlindungan hukum teknis berupa jaminan kecelakaan kerja 
dan jaminan keamanan. Perlindungan hukum tentang keselamatan kerja 
diatur dalam Pasal 86 dan 87 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Arti dari dua pasal ini bahwa tenaga kerja memperoleh 
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Safety Body Harness merupakan suatu ikat atau alat pelindung diri untuk bekerja pada 
ketinggian  yang dipasang pada tubuh sehingga saat mekanik terjatuh, ia akan tergantung pada 
body harness yang terikat pada alat berat. http://manajemenhse.blogspot.co.id/2015/09/prosedur-
pemakaian-full-body-harness.html , (diakses pada hari Jum’at 20 April 2018 pukul 08.35 WIB). 
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suatu perlindungan atas keselamatan / keamanan kerja dan kesehatan kerja, 
moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat 
manusia serta nilai-nilai agama. Dengan adanya pasal ini diharapkan 
tenaga kerja atau buruh dapat mewujudkan produktivitas kerja yang 
optimal. Dan setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen 
keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem 
manajemen perusahaan. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja 
dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan 
derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan 
dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi 
kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. 
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Dalam perlindungan hukum secara teknis selain tentang jaminan 
keamanan yakni tentang jaminan kecelakaan kerja. Di dalam 
Undang_undang No. 13 tahun 2003 tidak dijelaskan secara mendetail 
tentang pemberian jaminan kecelakaan kerja. Di Undang-Undang No 40 
tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 29-34 
diterangkan mengenai jaminan kecelakaan. Dalam Pasal 29-34 tersebut 
menjelaskan bahwa jaminan kecelakaan kerja merupakan hak bagi tenaga 
kerja yang mengalami kecelakaan berupa pelayanan kesehatan sesuai 
dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai 
apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia. Untuk jenis-jenis 
tertentu atau kecelakaan kerja tertentu, pemberi kerja dikenakan urun 
biaya. Pemberian jaminan kecelakaan kerja berupa uang tunai diberikan 
sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja 
yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan. 
Perlindungan hukum ekonomis berupa pengupahan, pengupahan 
dibahas dalam Pasal 88-98 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 88 – 98 menjelaskan bahwa setiap buruh 
berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas 
                                                             
8 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan 2003,(Jakarta:Ghalia Indonesia2004), hlm.108 
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kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat 
pekerja/buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang 
ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pengusaha 
memberikan upah yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan maka kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha 
wajib membayarkan upah pekerja/buruh yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan 
kebutuhan hidup yang layak dengan memperhatikan produktivitas dan 
pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dapat terdiri atas : 1. Upah 
minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; 2. Upah 
minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. 
Dalam pemberian upah lembur sudah dijelaskan dalam perjanjian 
kerja bahwa apabila ada jam tambahan atau lembur maka tidak ada 
tambahan upah. Karena prinsip di Koperasi Maju Bersama yakni banyak 
sedikit pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja bayaranya atau upahnya 
sama ini biasanya disebut borongan. Namun di dalam Pasal 78 ayat (2)  
Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan 
“pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja 
sebagaimaana disebut dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. 
Berarti dalam pemberian upah lembur ini tidak sesuai dengan Undang-
Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Perlindungan hukum sosial yang berupa jaminan kesehatan, 
jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan kesejahteraan. Pemberian 
perlindungan hukum berupa Jaminan kesehatan tidak dijelaskan secara 
rinci bagaimana pemberian jaminan kesehatannya dalam Undang-Undang 
No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pemberian jaminan ini 
dijelaskan di Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional. Pemberian jaminan kesehatan terdapat dalam Pasal 19 
sampai dengan Pasal 29, diamana dalam pasal ini diterangkan bahwa 
tenaga kerja yang mendapat jaminan kesehatan yakni tenaga kerja yang 
mengikuti iuran perbulannya untuk JAMSOSTEK.  
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Pemberian jaminan kesehatan ini meliputi pelayanan dan 
penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan keluarga berencana, rawat 
jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya, 
termasuk cuci darah dan operasi jantung. Pelayanan tersebut diberikan 
sesuai dengan pelayanan standar, baik mutu maupun jenis pelayanannya 
dalam rangka menjamin kesinambungan program dan kepuasan peserta. 
Luasnya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang 
dapat berubah dan kemampuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, hal 
ini diperlukan kehati-hatian.
9
 Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa 
anggota keluarga peserta juga berhak menerima fasilitas kesehatan, peserta 
hanya boleh mengikutsertakan anggota keluarganya maksimal 5 (lima) 
orang dan setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang 
lain yang menjadi tanggungannya dengan menambah iuran.  
Perlindungan hukum berupa jaminan hari tua dalam Undang-
Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan dalam 
Pasal 167 yang menjelaskan bahwa pengusaha dapat melakukan 
pemutusan kerja apabila pekerja/buruh sudah memasuki usia pensiun dan 
apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun 
yang iurannya diabayar penuh oleh pengusaha, maka ekerja/buruh tidak 
berhak menuntut pesangon. Apabila pengusaha telah mengikutsertakan 
pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya dibayar oleh 
pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang 
pesangon yaitu uang pensiun yang iurannya dibayar oleh pengusaha. 
Dalam hal jika pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja atau buruh yang 
mengaalami pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib 
memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar uang 
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali. 
Perlindungan hukum berupa jaminan kematian dalam Undang-
Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dijelaskan 
tentang jaminan kematian, namun jaminan kematian dijelaskan dalam 
                                                             
9 Pasal 22 ayat (1) Penjelasan atas Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional 
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Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional dalam Pasal 43 sampai Pasal 46, didalam pasal ini dijelaskan 
bahwa jaminan kematian ini diberikan untuk memberikan santunan 
kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal 
dunia, pemberian jaminan kematian ini berupa uang tunai dibayarkan 
paling lambat 3 (tiga) hari setelah klaim diterima dan disetujui oleh 
JAMSOSTEK. 
Perlindungan hukum berupa jaminan kesejahteraan sudah 
dijelaskan dalam Pasal 99 sampai Pasal 101 Undang-Undang No. 13 tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal-pasal ini menjelaskan bahwa 
setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan 
sosial tenaga kerja yang berupa fasilitas kesejahteraan yangdiberikan oleh 
pengusaha. Ketentuan mengenai fasilitas yang diberikan oleh pengusaha 





Koperasi Maju Bersama merupakan suatu wadah yang berbadan hukum 
berdasarkan asas kekeluargaan yang bergerak dibidang penyedia jasa tenaga 
outsourching yang bertindak sebagai pihak ketiga antara perusahaan dan 
tenaga kerja outsourching. dalam memberikan perlindungan hukum Koperasi 
Maju Bersama bekerja sama dengan PT. Tirta Investama dan JAMSOSTEK 
(Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Ada 3 macam perlindungan hukum yang 
diberikan oleh Koperasi Maju Bersama yakni : 1. Perlindungan ekonomis 
yang berupa upah, 2. Perlindungan sosial yang berupa jaminan kesehatan, 
jaminan hari tua, jaminan kematian, program kesejahteraan. 3. Perlindungan 
teknis yang berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan keamanan atau 
keselamatan kerja. Dalam perekrutan tenaga kerjanya pun Koperasi Maju 
Bersama menggunakan suatu perjanjian tertulis yang berisi perjanjian yang 
disetujui dan ditandatangani oleh pihak tenaga kerja outsourcing dan Koperasi 
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Maju Bersama. Dalam memperkerjakan tenaga kerjanya Koperasi Maju 
Bersama tidak ada perjanjian khusus tentang masa kerja, namun Koperasi 
Maju Bersama hanya memberikan batasan umur bagi tenaga kerjanya yakni 
55 (lima puluh lima)tahun, jadi bagi tenaga kerjanya yang sudah menginjak 
umur 55 (lima puluh lima) tahun akan di berhentikan. 
4.2 Saran 
1. Bagi Koperasi Maju Bersama dalam pemberian perlindungan hukum 
ekonomis berupa pengupahan kerja lembur diharapkan berpedoman 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga para tenaga 
kerja outsourcing lebih giat bekerja dan mendapatkan upah yang layak. 
2. Bagi tenaga kerja outsourcing harus selalu memenuhi peraturan yang ada 
untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Menggunakan 
safety body harnnes secara benar dan menggunakan alat pengaman yang 




Skripsi ini, penulis persembahkan kepada orangtuaku yaitu Bapak Marwanta 
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